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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATERN Hi#EH#S

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, LOKASI DAN JUMLAH KONSTITUER KEOIATAS RELEE
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEPAH KABUPATEN BEFPIEE

MASA PERSIDANGAN III TAFHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BNEEFS,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untul lebih meningkatkan koordinasi den keisrcavae
tugas, fungsi dan wewenang Anggota Dewan Perwaliizn
Rakyat Daerah dalamn rangka menyerzp aspirzei daw
sekaligus pengawasan pelaksanean pernbsrigrzrian Gi daersin
pemilihan anggota yang bersangkutan, periu reiakaian
kegiatan reses;

bahwa berdasarkan Paeal 101 ayat (7) Perasturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupsten Erebes Horaor Gl
Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwsidian Ralcyat
Daerah Kabupaten Brebes disebutkan bsnwa jemisin lokast
dan konstituen reses yang diundang ditetapkan dengzn
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakiian Rakyst Dsersir;
bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimnena diraakend
pada huruf a dan huruf b, periu menetapkarn Keputusewn
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dsersh Kabupaten
Brebes;

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungav



Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6396);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Jadwal, Lokasi dan Jumlah konstituen Kegiatan Reses Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa
Persidangan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Jumlah Konstituen Reses Masa Persidangan III Tahun 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes adalah
sebanyak 30 (tiga puluh) orang konstituen setiap lokasi reses.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 Juni 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Bupati Brebes;

3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;

5. PIt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

6. Himpunan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Brebes.



